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MOTTO 
 
 … ٰىَوْقَّ تلاَو ِّبِْلا ىَلَع اُونَواَع َتَو ۖ ِناَوْدُعْلاَو ِْثِْْلْا ىَلَع اُونَواَع َت َلََو  ۚ َهَّللا اوُقَّ تاَو  ۖ … 
“… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 
kamu kepada Allah …” 
(Q.S. Al-Maidah ayat 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vii 
 
PERSEMBAHAN 
 
 Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah 
memberikanku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN 
Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini 
dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita 
Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia 
berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk : 
 
 Kedua orang tuaku yang tercinta (Bapak Suroso dan Ibu Iliyah). 
 Adikku tercinta (Khanaya Nur Izatii). 
 Keluarga besarku. 
 Almamater tercinta (IAIN Surakarta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
viii 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 
0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut : 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh Ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż Zet (dengan titik di bawah) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش syin sy Es dan ye 
 
 
ix 
 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …„… Koma terbalik di atas 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Ki 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah …̍… Apostrop 
ى ya y Ye 
 
2. Vokal 
Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
a. Vocal Tunggal 
Vocal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah a a 
 Kasrah i i 
 Dammah u U 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhaba 
 
b. Vokal Rangkap 
Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ٲ …… ى Fathah dan ya Ai a dan i 
ٲ ……و Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
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Harakat 
dan Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ٲ …… ى Fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas 
ٲ …… ى Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
ٲ ……و Dammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
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1.  لافطلَا ةضور Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasdid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf  yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata 
yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  لكأ Akala 
2. نوذخأت Taˈkhudūna 
3. ءونلا An-nauˈu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak menegnak huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
dituliskan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1.  لوسر لَإ دممح ام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
2. ينلماعلا بر لله دملحا Al-hamdu lillahi rabbil ˈālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
diranglaikan. 
Contoh : 
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1. ينقزارلا يرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa 
innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
2. نازيلما و ليكلا فوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila 
wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Irahan Sannah, 152121072, “Proses Pengangkatan Anak Adopsi di Desa 
Sendangsoko Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dalam Perspektif Kompilasi 
Hukum Islam dan Hukum Positif”.  
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya proses pengangkatan anak yang 
tidak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, yaitu di Desa Sendangsoko 
Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Selain tidak ditetapkannya anak angkat sesuai 
dengan Peraturan yang berlaku, para orang tua angkat juga membuatkan akta 
kelahiran kepada anak angkat yang dicantumkan nama orang tua angkat di dalam akta 
kelahiran tersebut. 
 
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pengangkatan anak 
di Desa Sendangsoko Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dan perspektif Kompilasi 
Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap proses pengangkatan anak di Desa 
Sendangsoko Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan teknik 
pengumpulan data melakukan penelitian langsung ke lapangan menggunakan 
wawancara atau observasi. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak yang 
dilakukan para orang tua angkat di Desa Sendangsoko Kecamatan Jakenan 
Kabupaten Pati tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia khususnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 
Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sedangkan dalam Hukum Islam sendiri 
tidak ada peraturan khusus mengenai pengangkatan anak, hanya saja dalam 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 172 huruf h dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang 
menjadi kewajiban dalam pengangkatan anak yaitu dalam pemeliharaannya untuk 
kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya dari orang tua asal kepada 
orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. 
 
Kata Kunci : Proses Pengangkatan Anak, Anak Adopsi 
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ABSTRACT 
Irahan Sannah, 152121072, “The Process of Child Adoption in Sendangsoko 
Village, Jakenan District, Pati Regency in the Perspective of Compilation of Islamic 
Law and Positive Law”. 
 
This research is motivated by the process of adoption of children which is not 
carried out based on the determination of the court, namely in the Sendangsoko 
Village, Jakenan District, Pati Regency. In addition to not adopting adopted children 
in accordance with applicable regulations, adoptive parents also make birth 
certificates for adopted children whose names of foster parents are included in the 
birth certificate. 
 
The purpose of this research was conducted to find out the process of 
adopting children in Sendangsoko Village, Jakenan District, Pati Regency and the 
perspective of Compilation of Islamic Law and Positive Law on the process of 
adopting children in Sendangsoko Village, Jakenan District, Pati Regency. 
 
This research uses the field research method by pressing data collection to 
conduct research directly into the field using interviews or observations. 
 
The results of this research shows that the adoption process carried out by 
adoptive parents in Sendangsoko Village, Jakenan District, Pati Regency is not 
appropriate with the prevailing laws and regulations in Indonesia, especially those 
regulated in Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Implementation 
of Child Adoption. Mean while, in Islamic Law itself there are no specific regulations 
concerning the adoption, it is just that in the Compilation of Islamic Law Article 172 
letter h, it is explained that there are some of things which are obligatory in adopting 
children in their care for daily life, education costs, etc. from legitimate parents to 
adoptive parents based on court decisions. 
 
Keywords : Process of Child Adoption, Child  Adoption 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Anak merupakan suatu amanah dari Allah SWT dan anak juga 
merupakan harga yang paling berharga terutama bagi kedua orang tuanya. 
Hadirnya seorang anak mampu menambah kebahagian dan kesempurnaan 
dalam suatu keluarga. 
Pengertian anak menurut Kamisa dalam Kamus Lengkap Bahasa 
Indonesia Modern, adalah keturunan kedua.
1
 Pengertian ini memberikan 
gambaran bahwa anak adalah turunan dari ayah dan ibu yang sah sebagai 
turunan pertama. Jadi, anak merupakan suatu karunia akibat adanya 
perkawinan antara kedua orang tua.
2
 
Meskipun anak merupakan amanah dan kebahagian dalam suatu 
keluarga yang diberikan Allah SWT, tetapi tidak semua keluarga memiliki 
kesempatan untuk mempunyai anak terutama anak kandung. Hal ini terjadi 
kerena beberapa alasan, seperti karena alasan medis, karena usia, ataupun 
karena memang  belum waktunya untuk memiliki anak. 
                                                          
       
1
 Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 13. 
 
       
2
 Mutasir, Dampak Hukum Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam, Jurnal An-Nida, 
(Pekanbaru) Vol 41 Nomor 2, 2017, hlm. 2. 
 
 
2 
 
Bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, salah satu usaha mereka 
adalah mengangkat anak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam 
surat Al-Ahzab ayat 4-5: 
 ِهِفْوَج فِ ِْين َبْل َق ْنِم ٍلُجَرِل ُهَّللا َلَعَج اَم ۚ َّنُه ْ نِم َنوُرِهَاظُت يِئ َّلالا ُمُكَجاَوَْزأ َلَعَج اَمَو 
 ْمُكِتاَهَُّمأ ۚ ْمَُكءاَن َْبأ ْمَُكءاَيِعَْدأ َلَعَج اَمَو  ۚ ْمُكِهاَو َْفِأب ْمُكُلْو َق ْمُكِل َٰذ  ۖ َّقَْلحا ُلوُق َي ُهَّللاَو 
 ﴿َليِبَّسلا يِدْه َي َوُهَو٤﴾  ِهَّللا َدْنِع ُطَسَْقأ َوُه ْمِِهئَابِلِ ْمُهوُعْدا ۚ ْمُهَءَابآ اوُمَلْع َت َْلَ ْنَِإف 
 ْمُكِيلاَوَمَو ِني ِّدلا فِ ْمُُكناَوْخَِإف ۚ ْتَدَّمَع َت اَم ْنِكَٰلَو ِِهب ُْتَُْأطْخَأ اَميِف ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسَْيلَو 
 ْمُُكبوُل ُق ۚ ﴿ اًميِحَر ًاروُفَغ ُهَّللا َناََكو ٥﴾ )بازحلَا:4-5) 
 
 Artinya: 
Allah tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya: 
Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar sebagai ibumu dan 
dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu 
(sendiri). Yang demikian itu adalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan 
Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang 
(benar). Pergilah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan (memakai) 
nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika 
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka 
sebagai) saudara-saudaramu seagama dan “maulamu”. Dan tidak ada 
atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetap (yang ada 
dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maka 
pengampun lagi Maha Penyayang.
3
 
 
Di Indonesia pengangkatan anak populer dengan istilah adopsi. Ada 
dua pengertian yang berkembang di Indonesia tentang pengangkatan anak. 
Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh, diberi pendidikan, 
perawatan, biaya hidup, dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan 
                                                          
       
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid, (Bandung: sigma, 2014), hlm. 488. 
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diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anak sendiri tanpa member 
status anak kandung kepadanya. Kedua, mengambil anak orang lain untuk 
diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang 
tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya 
sebagai hubungan anak dengan orang tua.
4
 
Pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat 
tercantum pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak, bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk 
kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan 
setempat dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5
 
Untuk melaksanakan ketentuan tentang pengangkatan anak 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, 
Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah 
ini diharapkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan yang 
terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, seperti 
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 M. Anshary, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional,  (Bandung: 
Mandar Maju, 2014), hlm169. 
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 Lihat: Pasal 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123). 
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dilakukannya pengangkatan anak tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, 
dan sebagainya. Pencegahan penyimpangan ini pada akhirnya dapat 
melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak.
6
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h disebutkan bahwa 
anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-
hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang 
tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
7
 
Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika 
dibandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 
menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari 
lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, ke dalam lingkungan keluarga 
orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
8
 
Di Kabupaten Pati khususnya Desa Sendangsoko Kecamatan Jakenan 
mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Jumlah penduduk desa 
Sendangsoko sebanyak  996 laki-laki dan 1023 perempuan dengan kartu 
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 Lihat: Peraturan Pemerintah Tepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123). 
       
7
 Lihat: Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam. 
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 Lihat: Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297). 
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keluarga yang berjumlah 699. Di Desa Sendangsoko terdapat beberapa 
keluarga yang mengangkat anak dan berdasarkan wawancara yang penulis 
lakukan dengan Sekretaris Desa Sendangsoko sekarang ini ada 6 keluarga 
yang melakukan pengangkatan anak. Empat keluarga yang mengangkat anak 
berdasarkan penjelasan dari orang tua angkatnya tidak ditetapkan di 
pengadilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 
tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan semua orang tua angkat 
membuatkan akta kelahiran anak angkatnya dengan dicantumkannya nama  
orang tua angkat.
9
 
Berdasarkan kasus pengangkatan anak adopsi di Desa Sendangsoko, 
penulis tertarik untuk meneliti “Proses Pengangkatan Anak di Desa 
Sendangsoko Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dalam Perspektif Kompilasi 
Hukum Islam dan Hukum Positif”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan 
beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di 
Desa Sendangsoko Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati? 
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2. Bagaimana Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif 
terhadap proses pengangkatan anak di Desa Sendangsoko Kecamatan 
Jakenan Kabupaten Pati? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka yang 
menjadi tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh 
masyarakat di Desa Sendangsoko Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. 
2. Untuk mengetahui perspekif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif 
terhadap proses pengangkatan anak di Desa Sendangsoko Kecamatan 
Jakenan Kabupaten Pati. 
D. Manfaat 
1. Manfaat teoritis: 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur 
mengenai proses pengangkatan anak dalam perspektif Kompilasi 
Hukum Islam dan hukum positif. 
2. Manfaat praktis: 
a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan pola 
pikir untuk mengetahui kemampuan dan penerapan ilmu hukum. 
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b. Sebagai informasi dan masukan bagi masyarakat terkait proses 
pengangkatan anak. 
E. Kerangka Teori 
1. Proses pengangkatan anak dalam hukum Islam sendiri tidak ada cara-cara 
tertentu. Namun dalam hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat 
dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
a. Tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan 
orang tua bioligis dan keluarga. 
b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua 
angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandung, 
demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris 
dari anak angkatnya. 
c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya 
secara langsung kecuali sekedar tanda pengenal atau alamat. 
d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan 
terhadap anak angkatnya. 
e. Hubungan kehartabendaan antara anak yang diangkat dengan orang 
tua angkat hendaknya untuk dalam hubungan hibah dan wasiat. 
f. Pengangkatan yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama tidak 
dibenarkan.
10
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2. Proses pengangkatan anak dalam hukum positif yang tercantum dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak mengenai prosedur lebih lengkapnya tentang 
permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, 
Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina 
Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut:
11
 
a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial 
Kabupaten/Kota dengan melampirkan: 
1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi 
sosial; 
2) Surat penyerahan anak dari instansi sosial provinsi/kan/kota kepada 
Organisasi Sosial (orsos); 
3) Surat penyerahan anak dari orsis kepada calon orang tua angkat; 
4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga 
suami istri calon orang tua angkat; 
5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat; 
6) Sotokopi surat nikah calon orang tua angkat; 
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7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter 
pemerintah; 
8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan ketarangan dokter 
psikiater; 
9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat 
bekerja. 
b. Permohonan izin pengangkatan anak angkat diajukan pemohon kepada 
Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai 
cukup; 
2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon; 
3) Mencantumkan nama anak dan asal ususl anak yang akan diangkat. 
c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan 
keluarga calon orang tua angkat dan tidak dalam asuhan organisasi 
sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan 
kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali 
keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan 
oleh instansi sosial tingkat kabupaten/kota setempat, termasuk surat 
keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang 
diragukan (domisili anak berasal). 
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d. Proses penelitian kelayakan. 
e. Sidang tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) daerah 
f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial 
Provinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke 
Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua 
angkat. 
g. Penetapan pengadilan. 
h. Penyerahan surat penetapan pengadilan. 
F. Tinjauan Pustaka 
Penulis tidak memungkiri bahwa beberapa penelitian sebelumnya 
yang mempunyai relevansi dengan penellitian yang penulis lakukan, baik dari 
skripsi, tesis maupun jurnal penelitian yang meneliti mengenai anak adopsi, 
antara lain: 
Pertama, Skripsi yang disusun oleh Aga Setia Bakti dengan judul  
Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat 
Menurut Hukum Adat Bali dan Hukum Islam (studi kasus pada keluarga 
muslim di desa kawan kecamatan Bangle kabupaten Bangle provinsi Bali). 
Dalam skripsi ini membahas mengenai kedudukan anak angkat terhadap 
warisan orang tua angkat menurut hukum adat Bali di desa Kawan kecamatan 
Bangli kabupaten Bangli dan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan 
orang tua angkat menurut hukum Islam di desa Kawan kecamatan Bangli 
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kabupaten Bangli. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan anak 
angkat menurut hukum adat di Bali adalah sebagai anak kandung hal ini 
dikarenakan pengangkatan anak dilakukan secara terang dan tunai sesuai adat 
setempat sehingga ia berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Keadaan ini 
tidak berubah walaupun setelah pengangkatan anak lahir anak kandung. 
Sedangkan kedudukan anak angkat menurut hukum Islam bukan sebagai anak 
kandung, akan tetapi sebatas anak yang dipelihara kehidupan sehari-harinya, 
biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua ke 
orang tua angkat. Akibat hukumnya anak angkat tidak bernasab dan tidak 
sebagai ahki waris dari orang tua angkatnya, tetapi ia mewarisi dengan jalan 
wasiat wajibah dengan ketentuan tidak melenihi 1/3 dari harta warisan.
12
 
Penelitian ini berbeda dengan skripsi yang penulis teliti karena dalam skripsi 
penulis tidak membahas sampai kewarisan anak angkat tetapi proses 
pengangkatan anak termasuk tanggapan tokoh masyarakat mengenai hal 
tersebut kemudian tinjauan dari Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif 
terhadap proses tersebut. 
Kedua, Skripsi yang disusun oleh Ranita Hadayati dengan judul 
Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Pasca Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
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Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus). 
Permasalahan yang dibahas adalah kewenangan Pengadilan Agama Kudus 
tentang pengangkatan anak pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 
Peradilan Agama, apakah bersifat terbatas untuk orang muslim atau bersifat 
untuk non muslim juga. Penelitian ini menjelaskan bahwa kewenangan 
penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama adalah bersifat 
terbatas, yakni hanya berlaku bagi pengangkatan anak yang dilakukan oleh 
orang tua calon anak angkat dengan calon orang tua angkat yang sama-sama 
beragama Islam. Permasalahan selanjutnya yaitu bagaimana akibat hukum 
pengangkatan anak pada Pengadilan Agama Kudus dan dalam penelitian ini 
menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang 
memeriksa perkara memutuskan tidak memutuskan hubungan nasab antara 
anak angkat dengan orang tua asal. Sehingga karenanya anak tersebut tetap 
dinasabkan kepada orang tua kandungnya, dengan kata lain antara anak 
angkat dengan orang tua angkat tidak berakibat dapat saling mewarisi.
13
 
Perbedaan dengan skripsi penulis dimana penulis lebih fokus pada proses 
pengangkatan anak kemudian tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan hukum 
positif. Hal ini berbeda dengan skripsi di atas yang membahas mengenai 
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pengangkatan anak dan akibat hukumnya pasca Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama. 
Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Mustaghfir dengan judul Wasiat 
Wajibah dalam Kewarisan Anak Angkat (Telaah Analitik Terhadap Ketentuan 
Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam). Permasalahannya yaitu bagaimana 
konsepsi wasiat wajibah anak angkat di dalam Kompilasi Hukum Islam dan 
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsepsi wasiat wajibah anak 
angkat dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini menjelaskan 
bahwa wasiat wajibah sebagai alternatif dalam kewarisan anak angkat 
sebagimana dimaksud dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tidaklah 
bertentangan dengan ajaran Islam serta maslahatnya adalah maslahat yang 
haqiqi yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan, serta bukan 
hanya maslahat untuk seorang namun merupakan kemaslahatan secara 
umum.
14
 Skripsi di atas lebih fokus pada wasiat wajibah seorang anak angkat 
dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang penulis teliti merujuk pada 
proses pengangkatan anak itu sendiri yang dilakukan oleh suatu masyarakat 
dan tidak ditetapkan melalui pengadilan kemudian hal tersebut dilihat dan 
ditinjau menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif. 
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Keempat, Jurnal Penelitian yang disusun oleh  Mutasir dengan judul 
Dampak Hukum Pengangkatan Anak pada Masyarakat Desa Terantang 
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau dari Hukum Islam. Dari 
penelitian ini menjelaskan bahwa tata cara pelaksanaan pengangkatan anak di 
desa Terantang berdasarkan kepada hukum adat setempat tanpa ada 
pengesahan dari pengadilan. Selain itu kesepakatan dalam proses 
pengangkatan anak hanya antara orang tua kandung dengan pihak keluarga 
yang melakukan pengangkatan anak dan berpegang kepada perjanjian tertulis 
yang menunjukkan serah terima status anak dari orang tua kandung kepada 
orang tua angkat.
15
 Perbedaan penelitian di atas dengan skripsi penulis di 
mana skripsi penulis akan menggali informasi mengenai proses pengangkatan 
anak kemudian tanggapan para tokoh masyarakat yang kemudian dilihat 
menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif terhadap proses 
pengangkatan anak yang terjadi. 
Berdasarkan telaah pustaka di atas penulis menyimpulkan bahwa topik 
yang diangkat belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, oleh karena itu 
penulis tertarik untuk meneliti topik “Proses Pengangkatan Anak di Desa 
Sendangsoko Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dalam Perspektif Kompilasi 
Hukum Islam dan Hukum Positif”.  
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G. Metode Penelitian 
Dalam pembahasan suatu masalah maka penggunaan suatu metode 
sangat diperlukan, terutama dalam mengumpulkan data-data dalam hubungan 
pembahasan terhadap suatu masalah. Untuk memperoleh data-data dalam 
penelitian ini penulis menggunakan metode: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field 
research (penelitian lapangan) dengan melakukan penelitian langsung di 
lapangan dengan melakukan wawancara ataupun observasi.
16
 Penelitian 
lapangan digunakan untuk mencari data primer yang ada di desa 
Sendangsoko kecamatan Jekenan kabupaten Pati mengenai proses 
pengangkatan anak. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini memerlukan 
data-data primer dan sekunder antara lain: 
a. Data primer yaitu data-data yang digunakan adalah informan, yaitu 
pihak orang tua angkat, pemerintah desa, tokoh agama, dan pihak dinas 
sosial di Desa Sendangsoko Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. 
b. Data sekunder yaitu dengan menggunakan bahan buku sebagai berikut: 
                                                          
       
16
 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63. 
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1) Bahan hukum primer yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 
tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Peraturan 
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang 
Persyaratan Pengangkatan Anak. 
2) Bahan hukum sekunder yaitu yang diperoleh dari buku-buku 
bacaan, laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya 
dengan masalah yang penulis teliti. 
3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang  digunakan sebagai 
pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Seperti kamus, website atau internet yang ada keterkaitan dengan 
proses pengangkatan anak. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan 
data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara 
bertanya langsung kepada  yang diwawancarai dan merupakan proses 
 
 
17 
 
interaksi dan komunikasi.
17
 Wawancara dilakukan untuk memperoleh 
data atau keterangan terhadap orang-orang yang berkaitan dan 
mengetahui serta memungkinkan diperoleh data yang berguna dan 
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yaitu orang tua 
yang melakukan pengangkatan anak, pemerintah desa, dan tokoh 
agama di Desa Sendangsoko Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati agar 
memperoleh data terkait pengesahan pengangkatan anak. 
Pedoman yang dilakukan dalam wawancara ini adalah pada 
pertanyaan umum terkait dengan pandangan masyarakat terutama 
pihak yang melakukan pengangkatan anak akan pentingnya 
pengesahan pengangkatan anak. 
Teknik sampling yang penulis gunakan dalam menentukan 
narasumber adalah menggunakan Snowball sampling. Snowball 
sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya 
kecil, kemudian membesar.
18
 Penulis mewawancarai pihak orang tua 
yang mengangkat anak sebanyak empat orang kemudian 
mewawancarai pemerintah desa, tokoh agama dan pihak dinas sosial 
yang penulis jadikan sebagai data tambahan untuk memperkuat data. 
                                                          
       
17
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 47.  
 
       18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 125.  
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b. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain 
sebagainya.
19
 Metode ini digunakan untuk mencari data  yang bersifat 
dokumenter, seperti arsip desa dan brosur dari dinas sosial. 
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan 
cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk kalimat 
per kalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari jawaban 
permasalahan yang akan dibahas dan dapat ditemukan suatu kesimpulan. 
Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis 
atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai 
suatu yang utuh.
20
 
Penelitian ini penulis menggunakan model interaktif Miles dan 
Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan.
21
 Pengumpulan data yaitu mengumpulkan 
data di lokasi penelitian dengan melakukan dokumentasi dan studi 
                                                          
       
19
 Ibid,  hlm. 128.  
 
       
20
 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 
172. 
 
       
21
 Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang 
Model-Model Baru), (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 20. 
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kepustakaan dengan menentukan strategi pengumpulan data yang 
dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data proses 
pengumpulan data berikutnya. Redukdi data adalah suatu komponen proses 
seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus 
menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. 
H. Sistematika Penulisan 
Dalam memberikan gambaran secara umum dan memudahkan 
bahasan, maka penulis menyajikan skripsi ini dalam lima bab dengan 
sistematika sebagai berikut: 
Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 
teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab kedua merupakan  landasan teori yang berisi tentang teori anak 
angkat dan pengangkatan anak meliputi gambaran umum tentang anak dan 
kedudukan anak dalam keluarga, tinjauan umum tentang anak dan 
pengangkatan anak serta tinjauan pengangkatan anak dalam hukum Islam dan 
hukum Positif. 
Bab ketiga merupakan deskripsi data penelitian yang berisi tentang 
gambaran umum desa, visi dan misi desa, susunan organisasi dan tata kerja 
pemerintahan desa, dan proses pengangkatan anak di Desa Sendangsoko 
Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. 
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Bab keempat merupakan bagian analisis proses pengangkatan anak di 
Desa Sendangsoko Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati serta analisis 
Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif terhadap proses pengangkatan 
anak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sendangsoko Kecamatan 
Jekanan Kabupaten Pati. 
Bab kelima berisi penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran 
diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 
TEORI ANAK ANGKAT DAN PROSES PENGANGKATAN ANAK 
A. Gambaran Umum Tentang Anak dan Kedudukan Anak dalam Keluarga 
1. Pengertian Anak 
Anak dalam Kamus Hukum diartikan sebagai setiap manusia yang 
berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah kepentinganya.
22
 
Fitri mengatakan bahwa anak adalah makhluk sosial seperti juga 
orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu 
mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala 
kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai 
taraf kemanusiaan yang normal.
23
 
Menurut John Locke, anak adalah pribadi yang masih bersih dan 
peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. 
Augustinus yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi 
anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak 
mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan 
ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian 
                                                          
       22 M. Marwati dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya: Dictionary Of Law Complete Edition, 
Reality Publisher, 2009), hlm. 41. 
 
       
23
 Fitri, Pengertian Anak Secara Kronologis dan Psikologis, diposting pada 19 November 2008, 
(http:// duniapskolog.dagdigdug.com/category/psikologi-anak/2314), diakses pada Sabtu, 18 Mei 2019 
pukul 09:07. 
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terhadap realita kehidupan. Anak-anak lebih mudah belajar dengan 
contoh-contoh yang diterimanya dan aturan-aturan yang bersifat 
memaksa.
24
 
Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 
tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang 
belum mencapai umur  21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 
kawin. Sedangkan pengertian anak secara khusus dapat ditemukan dalam 
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak dan pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 
yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang ada dalam kandungan.
25
 
Dijelaskan pula dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah 
setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum 
                                                          
       
24
 Fitri, Pengertian Anak Secara Kronologis dan Psikologis, diposting pada 19 November 2008, 
(http:// duniapskolog.dagdigdug.com/category/psikologi-anak/2314), diakses pada Sabtu, 18 Mei 2019 
pukul 09:07. 
 
       
25
 Lihat: Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297). 
 
 
 
23 
 
menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 
tersebut adalah demi kepentingannya.
26
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 Ayat (1) 
menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri atau dewasa 
adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat 
fisik maupun mental atau belum melangsungkan perkawinan. 
Pengertian anak menunjukkan adanya bapak, ibu, dan anak itu 
dalam arti bahwa selaku hasil perbuatan bersetubuh dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan lahirlah dari tubuh si perempuan seorang manusia 
lain yang dapat mengatakan bahwa, seorang laki-laki tadi adalah 
bapaknya dan seorang perempuan tadi adalah ibunya, sedang dia adalah 
anak kedua orang tua itu.
27
 
2. Kedudukan Anak Dalam Keluarga 
Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam asal-usul 
seorang anak hanya bisa dibuktikan dengan Akta Kelahiran autentik oleh 
pejabat yang berwenang, jika akta autentik tidak ada maka asal-usul anak 
ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan pembuktian yang memenuhi 
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 Lihat: Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165). 
       
27
 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Vorkink, 1952), hlm. 58. 
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syarat untuk kemudian dibuatkan Akta Kelahiran pada instansi pencatat 
kelahiran.
28
 
Dijelaskan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan, anak wajib menghormati orang tuanya dan wajib 
mentaati kehendak dan keinginan yang baik orang tuanya, jika anak 
sudah dewasa harus mengemban kewajiban dengan memelihara orang tua 
serta karib kerabatnya yang memerlukan bantuan sesuai 
kemampuannya.
29
 
Seorang anak harus berbuat baik dan berkhidmat kepada orang 
tuanya secara tulus karena orang tuanyalah yang melahirkannya di dunia. 
Al-qur‟an sudah menjelaskan bahwa seorang anak diperintah untuk 
memperlakukan orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Ibu yang telah 
mengandung dalam keadaan lemah serta menyusuinya sehingga sudah 
sepatutnya anak bersyukur kepada Allah SWT. dan kepada ibu dan 
bapaknya sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Surah Luqman ayat 
14:
30
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 Lihat: Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 103 
Kompilasi Hukum Islam. 
 
       
29
 Lihat: Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
 
       
30
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2000), hlm. 362. 
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 لِ ْرُكْشا َِنأ ِْينَماَع فِ ُُهلاَصِفَو ٍنْهَو ٰىَلَع اًنْهَو ُهُُّمأ ُهْتََلَحَ ِهْيَدِلاَوِب َناَسْن ِْلْا اَن ْ يَّصَوَو
 ُيرِصَمْلا ََّلِِإ  َْيَدِلاَوِلَو ﴿ ١٤﴾ ( نامقل:14) 
Artinya: 
 
Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada 
kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 
lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia dua 
tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. 
Hanya kepada Aku kembalimu.
31
 
 
Allah SWT. mengharuskan manusia berbuat kebaikan dan mentaati 
kedua orang tua, hanya terkecuali jika keduanya memaksa untuk 
menyekutukan Allah dan jika salah seorang atau keduanya berusia lanjut 
dalam pemeliharaan, anak jangan sekali-kali mengatahan “ah” atau 
membentak, ucapkan pada mereka perkataan yang mulia.
32
 
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat dan Pengangkatan Anak 
1. Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak 
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak angkat 
adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, 
wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, 
                                                          
       31 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid, (Bandung: sigma, 2014), hlm. 412. 
 
       
32
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2000), hlm. 365. 
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pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang 
tua angkatnya berdasarkan keputusan atas penetapan pengadilan.
33
 
Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga 
menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari 
lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain 
yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan 
anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya 
berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
34
 
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anak 
angkat adalah anak orang lain yang dianggap seperti anak sendiri oleh 
orang tua angkat secara resmi ditetapkan oleh pengadilan untuk dirawat 
dan diberikan perlindungan. 
Sementara pengangkatan anak merupakan suatu fenomena yang 
sering dijumpai dalam suatu masyarakat, khususnya Indonesia pada 
masyarakat yang menganut sistem patrilineal, baik karena orang tersebut 
                                                          
       
33
 Lihat: Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297). 
 
       
34
 Lihat: Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123). 
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tidak memiliki keturunan, atau karena ingin menolong orang lain, ataupun 
karena sebab-sebab yang lain untuk kepentingan anak.
35
 
Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: pertama, 
pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab 
sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap 
orang tua sendiri, sebagaimana yang pernah dilakukan pada masa 
Jahiliyah. Ini yang sesuai untuk disebut dengan adopsi. Kedua, ialah 
pengangkatan anak dalam arti terbatas, yakni pengangkatan anak orang 
lain ke dalam suatu keluarga dan hubungan antara anak yang diangkat 
dan orang tua yang mengangkat hanya sebatas hubungan sosial saja, 
dalam hal ini tentu saja terjadi pergeseran tujuan pengangkatan anak yaitu 
lebih memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak.
36
  
Menurut Soepomo, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum 
yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaannya sendiri dan 
memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya sehingga anak 
tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan 
keturunan bapak angkatnya.
37
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 Hamid Sarong, Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia, (Yogyakarta: 
Kaukaba Dipantra, 2016), hlm. 41. 
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 Hamid Sarong, Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia, (Yogyakarta: 
Kaukaba Dipantra, 2016), hlm. 41.. 
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 R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 85. 
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Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan 
mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri. 
Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan 
seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau 
orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan 
membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua 
angkat. 
2. Alasan-Alasan Pengangkatan Anak 
Alasan pengangkatan anak pada masyarakat adat di Indonesia, 
antara lain yaitu:
38
 
a. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si 
anak tidak mampu member nafkah kepadanya. 
b. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat 
mempunyai anak kandung. 
c. Untuk menambah tenaga dalam keluarga. 
d. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang 
layak. 
e. Karena unsur kepercayaan. 
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 M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 113-
114. 
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f. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang 
tidak mempunyai anak kandung. 
g. Adanya hubungan keluarga lagi pula tidak mempunyai anak maka 
diminta orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut 
supaya anaknya dijadikan anak angkat. 
h. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung 
keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. 
i. Karena belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus. 
j. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan. 
k. Anak dulu sering penyakitan atau selalu meninggal maka anak yang 
baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi 
(diambil anak angkat) dengan harapan anak yang bersangkutan selalu 
sehat dan panjang umur.  
3. Sifat dan Tujuan Pengangkatan Anak 
Dalam perundang-undangan yang ada terdapat beberapa prinsip 
yang mengindikasikan beberapa sifat (legal nature) terhadap 
pengangkatan anak di Indonesia, yaitu:
39
 
a. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum. 
b. Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk melindungi 
kepentingan anak. 
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 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 107. 
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c. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh 
calon anak angkat dan calon orang tua angkat. 
d. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak 
dengan orang tua kandungnya. 
e. Kewajiban terbuka kepada anak angkat tentang asal-usulnya dan orang 
tua asalnya. 
f. Pelaksanaan pengangkatan anak dengan mendapatkan penetapan atau 
putusan pengadilan, kecuali pengangkatan anak berdasarkan adat 
kebiasaan setempat. 
g. Bimbingan dan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat. 
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 Tentang 
Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak harus dilakukan dengan 
mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak.
40
 Kemudian dalam 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga 
dijelaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk 
kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat 
kebiasaan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
41
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 Lihat: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32). 
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 Lihat: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297). 
 
 
 
31 
 
Tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat berbeda dengan 
peraturan perundang-undangan karena lebih ditekankan pada 
kekhawatiran calon orang tua angkat akan kepunahan, maka calon orang 
tua angkat yang tidak mempunya anak mengambil anak dari lingkungan 
kerabatnya dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak 
yang mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.
42
 
4. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak 
Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 
menentukan bahwa pengangkatan anak terdiri atas:
43
 
a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia. 
b. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara 
Asing. 
Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menentukan 
bahwa pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi:
44
 
a. Pengangkatan anak  berdasarkan kebiasaan setempat. 
b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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 Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi), (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2016), hlm. 6. 
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 Lihat: Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123). 
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 Lihat: Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123). 
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Berdasarkan praktik di pengadilan tentang pengesahan anak angkat 
yang selama ini sudah berlangsung, Mahkamah Agung menilai bahwa 
pemeriksaan di muka sidang yang dilakukan oleh hakim terlalu sumir, 
seolah-olah hanya merupakan suatu proforma dan tidak terlihat adanya 
usaha untuk memperoleh gambaran mengenai motif yang 
melatarbelakangi pengangkatan anak tersebut.
45
 
Dalam pertimbangan hukumnyapun tidak jelas secara hukum yang 
diterapkan, kepentingan si calon anak angkat kurang ditonjolkan di atas 
kepentingan pihak orang tua. Selain itu, kurang menekankan segi-segi 
kesungguhan, kerelaan, ketulusan, dan kesediaan menanggung segala 
konsekuensi bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan 
anak itu terjadi. Kurang disadari bahwa pengangkatan anak demikian 
sangat berarti bagi kepentingan negara Indonesia, seperti kemungkinan 
berubahnya status kewarganegaraan anak dan perbuatan pengangkatan 
anak tidaklah seperti penyerahan barang, tetapi merupakan suatu 
rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya 
kesungguhan, cinta kasih, kerelaan, dan kesadaran penuh akan segala 
akibat selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut bagi semua pihak.
46
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5. Syarat-Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Anak 
Syarat-syarat pengangkatan anak terdapat dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak Pasal 12 
sampai Pasal 18 yangmenyatakan bahwa:
47
 
a. Syarat anak yang akan diangkat 
1) belum berusia 18 (delapan belas) tahun, meluputi: 
a) anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas 
utama;  
b) anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 
12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan  
c) anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak 
memerlukan perlindungan khusus.  
2) merupakan anak terlantar atau ditelantarkan 
3) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan 
anak 
4) memerlukan perlindungan khusus.  
b. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:  
1) sehat jasmani dan rohani 
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Lihat : Pasal 12-18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123). 
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2) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 
(lima puluh lima) tahun 
3) beragama sama dengan agama calon anak angkat; 
4) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan 
tindak kejahatan 
5) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun 
6) tidak merupakan pasangan sejenis 
7) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu 
orang anak 
8) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial 
9) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau 
wali anak 
10) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah 
demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan 
perlindungan anak 
11) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat 
12) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, 
sejak izin pengasuhan diberikan 
13) memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.  
Tata cara pengangkatan anak terdapat dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 
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19 bahwa Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai 
dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. 
Kemudian dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa permohonan pengangkatan 
anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk 
mendapatkan penetapan pengadilan. Kemudian pengadilan 
menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait. 
48
 
Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali 
dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun. Dalam hal calon anak 
angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus 
dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat. 
49
 
6. Proses Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-
Undangan 
Prosedur pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengenai 
prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan 
dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen 
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Lihat : Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123). 
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Lihat: Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123). 
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Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi 
Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut:
50
 
b. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial 
Kabupaten/Kota dengan melampirkan: 
1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi 
sosial; 
2) Surat penyerahan anak dari instansi sosial provinsi/kan/kota 
kepada Organisasi Sosial (orsos); 
3) Surat penyerahan anak dari orsis kepada calon orang tua angkat; 
4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga 
suami istri calon orang tua angkat; 
5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat; 
6) Sotokopi surat nikah calon orang tua angkat; 
7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari 
dokter pemerintah; 
8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan ketarangan 
dokter psikiater; 
9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat 
bekerja. 
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c. Permohonan izin pengangkatan anak angkat diajukan pemohon 
kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai 
cukup; 
2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon; 
3) Mencantumkan nama anak dan asal ususl anak yang akan 
diangkat. 
d. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan 
keluarga calon orang tua angkat dan tidak dalam asuhan organisasi 
sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan 
kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang 
tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang 
disahkan oleh instansi sosial tingkat kabupaten/kota setempat, 
termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan 
data anak yang diragukan (domisili anak berasal). 
e. Proses penelitian kelayakan. 
f. Sidang tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) 
daerah 
g. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial 
Provinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke 
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Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua 
angkat. 
h. Penetapan pengadilan. 
i. Penyerahan surat penetapan pengadilan. 
7. Akibat Hukum Pengangkatan Anak 
Pengadilan dalam praktek telah merintis mengenai akibat hukum di 
dalam pengangkatan antara anak dengan orang tua  sebagai berikut: 
a. Hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk 
memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung. 
b. Hubungan waris: dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa 
anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi sari orang tua 
kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orang tua 
angkat. 
c. Hubungan perwalian: dalam hubungan perwalian ini terputus 
hubungan anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada  orang 
tua angkat. Beralihnya ini baru dimulai sewaktu putusan diucapkan 
oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung 
beralih kepada orang tua  angkat. 
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d. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat: dalam hal ini anak tidak 
akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari 
orang tua angkat.
51
 
Selanjutnya menurut aturan dalam Staatblad 1917 Nomor 219 
menentukan bahwa akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak 
adalah sebagai berikut:
52
 
a. Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa anak adopsi secara hukum 
mempunyai nama keturunan dari orang yang mengadopsinya. 
b. Dalam Pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa anak adopsi dijadikan 
sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi dan 
konsekuensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang 
mengadopsi. 
Konsekuensinya adalah anak angkat menjadi ahli waris dari orang 
yang mengadopsi. Konsekuensi lebih lanjut adalah karena dianggap 
dilahirkan dari perkawinan orang yang mengadopsinya, maka dalam 
keluarga orang tua yang mengadopsi anak tersebut berkedudukan sebagai 
anak sah dengan segala konsekuensinya. Apabila anak adopsi dianggap 
dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan anak yang diangkat 
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 Lihat Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) Staatblad 1917 Nomor 219. 
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berkedudukan sabagai anak sah maka akinat hukumnya adalah sebagai 
berikut:
53
 
a. Apabila adopsi dilakukan sebelum keluarnya Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, maka akibat hukumnya tunduk kepada 
KUHPerdata yang meliputi: 
1) Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak, yaitu orang tua 
wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang 
belum dewasa (Pasal 298 ayat 2 KUHPerdata). Sepanjang 
perkawinan bapak dan ibu tiap-tiap anak sampai ia menjadi 
dewasa, tetap di bawah kekuasaan orang tua sepanjang 
kekuasaan orang tua itu belum dicabut (Pasal 299 KUHPerdata) 
2) Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak, yaitu 
terhadap anak yang belum dewasa, maka orang tua harus 
mengurus harta kekayaan anak itu (Pasal 307 KUHPerdata) 
3) Hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu tiap-tiap anak 
dalam umur berapapun waji menaruh kehormatan dan keseganan 
terhadap bapak dan ibunya serta berhak atas pemeliharaan dan 
pendidikan. 
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b. Apabila adopsi dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 
1 tahun 1974, maka akibat hukumnya tunduk pada Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1974 yang meliputi:
54
 
1) Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu: 
Di dalam Pasal 45 dinyatakan bahwa kedua orang tua wajib 
memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 
Kewajiban yang dimaksud yaitu berlaku sampai anak itu kawin 
atau dapat berdiri sendiri dan berlaku  terus meskipun 
perkawinan  antara kedua orang tua putus. 
Pasal 47 juga menyatakan bahwa salah seorang atau kedua orang 
tua dapat dicabut kekuasaannya terdapat seorang anak atau lebih 
untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, 
keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung 
yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan 
keputusan pengadilan dalam hal melalaikan kewajiban terhadap 
anak atau berkelakuan buruk sekali. 
2) Kewajiban orang tua terhadap harta benda anak, yaitu: 
Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan 
bahwa: “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau 
menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang 
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belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum 
melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu 
menghendakinya”. 
3) Hak dan kewajiban anak terhadap orang tua 
Selain berhak atas pemeliharaan dan pendidikan juga 
mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 46 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu anak wajib 
menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka. Apabila 
anak telah dewasa maka ia wajib memelihara orang tua dan 
keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya dan 
apabila mereka memerlukan bantuan. 
C. Tinjauan Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Anak Angkat Menurut Islam 
Di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah, pengangkatan anak dipakai 
istilah aṭ-ṭabanni, yaitu seseorang mengangkat anak orang lain sebagai 
anak dan berlaku terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang 
berlaku atas anak kandung orang tua angkat.
55
  
Pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum 
Islam yaitu anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-
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hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang asal kepada orang tua 
angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
56
 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anak angkat 
adalah anak yang diambil orang lain sebagai anak sendiri dalam 
pemeliharaan, pendidikan dan tanggungjawab lainnya berdasarkan proses 
hukum yang sah. 
Dalam hukum Islam pengasuhan terhadap anak yang tidak jelas 
asal usulnya termasuk dalam kelompok anak pungut atau al-laqiṭ, yaitu 
anak yang dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas, karena 
bayi itu ditemukan di pinggir jalan, dan orang yang menemukan itu 
mengakui sebagai anaknya, maka nasab anak itu dapat dinasabkan dan 
dipanggil berdasarkan orang tua angkat yang menemukannya.
57
 
Tata cara pengangkatan anak menurut ulama fiqih, untuk 
mengangkat anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua 
kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri di masa datang. Secara 
hukum tidak dikenal perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah 
angkatnya. Maksudnya ia tetap menjadi salah seorang mahram dari 
keluarga ayah kandungnya. Dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap 
saling mewarisi dengan ayah kandungnya. Jika ia melangsungkan 
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perkawinan setelah dewasa, maka walinya tetap ayah kandungnya. 
Adapun pada pengangkatan anak yang diiringi oleh akibat hukum lainnya 
terjadi perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkat. 
Konsekuensinya adalah antara dirinya dengan ayah angkatnya dan 
keluarga kandung ayah angkatnya berlaku larangan kawin serta kedua 
belah pihak saling mewarisi. Jika ia akan melangsungkan perkawinan 
nantinya, maka yang berhak menjadi walinya adalah ayah angkatnya 
tersebut, bukan ayah kandungnya. Ada dua hal yang terkait dengan status 
hukum anak angkat, yaitu dalam hal kewarisan dan dalam hal 
perkawinan. 
58
 
 
2. Sejarah Pengangkatan Anak 
Secara historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan 
berkembang sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tradisi 
pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktikkan oleh masyarakat dan 
bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan 
oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman 
kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (Masa Jahiliyah) istilah 
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pengangkatan anak dikenal dengan at-tabanni dan sudah ditradisikan 
secara turun temurun.
59
 
Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum 
kenabian, Rasulullah SAW. sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah 
menjadi anak angkatnya bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan 
nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW. dengan 
nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini 
diumumkan oleh Rasulullah SAW. di depan kaum Quraisy. Nabi 
Muhammad SAW. juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling 
mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri 
Aminah binti Abdul Muththalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh 
karena Nabi Muhammad SAW. telah menganggapnya sebagai anak, maka 
para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin 
Muhammad.
60
 
Setelah Nabi Muhammad SAW. diangkat menjadi rasul, turunlah 
surah al-ahzab (33) ayat 4-5, yang salah satu intinya melarang 
pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) 
dan memanggilnya sabagai anak kandung. Imam Al-Qurtubi 
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menyatakanbahwa kisah di atas menjadi latar belakang turunnya ayat 
tersebut.
61
 
3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam 
Dasar hukum pengangkatan anak ini dinyatakan dalam beberapa 
surat dalam Al-Qur‟an yaitu: 
a. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya 
sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 4-5: 
 ِهِفْوَج فِ ِْين َبْل َق ْنِم ٍلُجَرِل ُهَّللا َلَعَج اَم ۚ َنوُرِهَاظُت يِئ َّلالا ُمُكَجاَوَْزأ َلَعَج اَمَو 
 ْمُكِتاَهَُّمأ َّنُه ْ نِم ۚ ْمَُكءاَن َْبأ ْمَُكءاَيِعَْدأ َلَعَج اَمَو  ۚ ْمُكِهاَو َْفِأب ْمُكُلْو َق ْمُكِل َٰذ  ۖ 
 ﴿ َليِبَّسلا يِدْه َي َوُهَو َّقَْلحا ُلوُق َي ُهَّللاَو٤﴾  َدْنِع ُطَسَْقأ َوُه ْمِِهئَابِلِ ْمُهوُعْدا
 ِهَّللا ۚ ْمُكِيلاَوَمَو ِني ِّدلا فِ ْمُُكناَوْخَِإف ْمُهَءَابآ اوُمَلْع َت َْلَ ْنَِإف  ۚ ْمُكْيَلَع َسَْيلَو 
 ْمُُكبوُل ُق ْتَدَّمَع َت اَم ْنِكَٰلَو ِِهب ُْتَُْأطْخَأ اَميِف ٌحاَنُج ۚ ﴿ اًميِحَر ًاروُفَغ ُهَّللا َناََكو 
٥﴾ ( بازحلَا :4-5) 
 
Artinya: 
Allah tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam 
rongganya: Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar 
sebagai ibumu dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu 
sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu adalah 
perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang 
sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang (benar). Pergilah 
mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan (memakai) nama 
bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan 
jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka 
(panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan 
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“maulamu”. Dan tidak ada atasmu terhadap apa yang kamu 
khilaf padanya, tetap (yang ada dosanya) apa yang disengaja 
oleh hatimu. Dan adalah Allah maka pengampun lagi Maha 
Penyayang.
62
 
 
Adapun yang dimaksud dengan tanda  petik di atas “maula” 
dalam ayat tersebut ialah budak yang telah dimerdekakan atau 
seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti seorang yang 
bernama Salim anak angkat Hudzaifah dipanggil Salim Maula 
Hudzaifah. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa adopsi hanyalah 
merupakan pengakuan yang tidak sesuai dengan kenyataan. 
Pengakuan dalam adopsi tidak dapat merubah kenyataan, bahwa anak 
angkat dilahirkan oleh ibunya dari ayahnya sendiri. Melepaskan anak 
dari hubungan nasab ayah dan ibunya sama sekali tidak dibenarkan 
karena bertentangan dengan keadaan sebenarnya disatu pihak dan 
bertentangan dengan pembawaan watak dodrati manusia dipihak lain. 
Dengan turunnya ayat 4-5 surat Al-Ahzab tersebut, kemudian kasus 
Zaid bin Haritsah bukan lagu sebagai anak angkat (yang berlaku 
sebagai anak kandung) Nabi Muhammad SAW, tetapi Zaid tetap 
dalam asuhan dan pemeliharaan beliau seperti sediakala, Zaid tetap 
mengikuti Nabi Muhammad SAW.
63
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b. Mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa 
depan anak, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-
Maidah ayat 32: 
 فِ ٍداَسَف َْوأ ٍسْف َن ِْيرَِغب اًسْف َن َلَت َق ْنَم ُهََّنأ َلِيئَارْسِإ ِنَِب ٰىَلَع اَن ْ بَتَك  َِل َٰذ ِلْجَأ ْنِم
 َا َّنََّأَكَف اَهاَيْحَأ ْنَمَو اًعي َِجَ َساَّنلا َلَت َق َا َّنََّأَكَف ِضْرَْلْا  اًعي َِجَ َساَّنلا اَيْحَأ ۚ ْدَقَلَو 
 ْمُه ْتَءاَج  اَنُلُسُر  ِتاَنِّ ي َبْلِاب  َُّثْ   َّنِإ ًايرِثَك  ْمُه ْ نِم   َدْع َب   َ ِل َٰذ  فِ   ِضْرَْلْا 
 َنوُِفرْسُمَل  ﴿٣٢﴾( ةدئللما :32) 
Artinya: 
Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 
bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan 
karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena 
membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah 
membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang 
memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia seolah-olah 
telah memelihara kehidupan menusia semuanya. Dan 
sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami 
dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudia 
banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh 
melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.
64
 
 
c. Mengangkat anak bagian dari tolong menolong dalam hal kebajikan, 
sebaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2: 
 َلََو َِدئَلاَقْلا َلََو َيَْدْلها َلََو َمَارَْلحا َرْهَّشلا َلََو ِهَّللا َِرئاَعَش اوُّلُِتُ َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
 ًاناَوِْضرَو ْم ِِّبَِّر ْنِم ًلاْضَف َنوُغ َتْب َي َمَارَْلحا َتْي َبْلا َينِّمآ ۚ اوُدَاطْصَاف ْمُتْلَلَح اَذِإَو  ۚ َلََو 
 اوُدَتْع َت َْنأ ِمَارَْلحا ِدِجْسَمْلا ِنَع ْمُكوُّدَص َْنأ ٍمْو َق ُنآَنَش ْمُكَّنَِمرَْيَ ۘ ِّبِْلا ىَلَع اُونَواَع َتَو 
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 ٰىَوْقَّ تلاَو ۖ ِناَوْدُعْلاَو ِْثِْْلْا ىَلَع اُونَواَع َت َلََو  ۚ َهَّللا اوُقَّ تاَو  ۖ ِباَقِعْلا ُديِدَش َهَّللا َّنِإ 
 ﴿٢﴾( ةدئللما :2) 
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-
syi’ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 
jangan (mengganggu binatang-binatang) dan jangan (pula) 
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 
mereka mancari kurnia dan keridhoan dari Tuhannya dan apabila 
kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu dan 
janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena 
mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 
mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka), dan tolong 
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dam 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 
siska-Nya.
65
 
 
4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam 
Pengangkatan anak adalah suatu tindakan hukum dan oleh karena 
itu tentu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang 
ditimbulkan adanya pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah  
sebagai berikut: 
a. Beralihnya tanggungjawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-
hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada 
orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam). 
Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh 
membantu memelihara anak, hanya saja tidak dapat dituntut untuk 
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tanggungjawab pemeliharaan dalam kehidupan sehari-harinya, biaya 
pendidikan dan sebagainya. 
b. Pengangakatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab 
antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, 
sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan 
hubungan saling mewarisi. 
Pengangkatan anak tidak menimbulkan  hubungan darah atau nasab antara anak 
angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada 
hubungan mahrom dan hubungan  saling mewarisi.
66
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BAB III 
DESA SENDANGSOKO DAN PROSES PELAKSANAAN ADOPSI 
ANAK 
A. Gambaran Umum Desa Sendangsoko 
1. Kondisi Geografis Desa Sendangsoko 
Desa Sendangsoko merupakan salah satu desa yang berada di 
Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Desa Sendangsoko yang 
merupakan dataran rendah memiliki rata-rata hujan sebanyak 1.231 
mm dengan 132 hari hujan, untuk keadaan hujan cukup. Sedangkan 
untuk temperatur terendah 23˚C dan tertinggi 30˚C.67
 
Gambar 3.1 Peta Desa Sendangsoko Kecamatan Jakenan 
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2. Keadaan Penduduk Desa Sendangsoko 
Jumlah penduduk Desa Sendangsoko berdasarkan Laporan 
Profil Desa tahun 2018 adalah 2.019 jiwa, yang terdiri dari 996 orang 
laki-laki dan 1.023 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 
699 KK dan jumlah Kepala Keluarga perempuan  92 KK.
68
 
Sebagian besar penduduk Desa Sendangsoko menggantungkan 
hidup dari usaha pertanian dengan lahan pertanian tadah hujan. Namun 
tidak sedikit pula yang memilih untuk merantau ke daerah lain seperti 
Jakarta, Sumatera bahkan menjadi TKI dan TKW di luar negeri. Desa 
Sendangsoko satu-satunya desa penghasil kerajinan tangan sapu dan 
keset yang pasarannya sampai luar daerah. Sapu dan keset ini 
berbahan dasar serabut kelapa yang diambil seratnya. Pekerjaan ini 
dilakukan apabila tiba musim kemarau. Selain membutuhkan panas 
yang cukup, juga sebagai sambilan atau penghasilan tambahan selama 
tidak bercocok tanam.
69
 
Tabel 3.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Sendangsoko 
Jenis pekerjaan Laki-Laki Perempuan 
Petani 327 114 
Buruh tani 238 106 
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Pegawai Negeri Sipil 4 3 
Pengrajin industri rumah tangga 116 59 
Pedagang keliling 6 7 
Pensiunan TNI/POLRI 3 1 
 
3. Tingkat Pendidikan 
Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sendangsoko Kecamatan 
Jakenan adalah sebagai berikut:
70
 
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sendangsoko 
Tingkatan Pendidikan Laki-Laki Perempuan 
Tamat SMP/sederajat 203 312 
Tamat SMA/sederajat 182 218 
Tamat D-1/sederajat - - 
Tamat D-2/sederajat - - 
Tamat D-3/sederajat - 2 
Tamat S-1/sederajat 16 23 
Tamat S-2/sederajat - 1 
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4. Batas Desa 
Tabel 3.3 Batas Desa Sendangsoko
71
 
Batas Desa/Kelurahan 
Sebelah Utara Desa Sonorejo dan Desa Tlogorejo 
Sebelah Selatan Desa Serut Sadang  
Sebelah Timur Desa Tambahmulyo 
Sebelah Barat Desa Kedungmulyo 
 
5. Luas Wilayah: 
Luas wilayah Desa Sendangsoko adalah 2.02575 km².
72
 
6. Topografi 
Desa Sendangsoko terbagi dalam dua dusun, enam dukuh, dua 
rukun warga (RW), dan 18 rukun tetangga (RT). Masing-masing 
dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun (Kadus). Berikut 
pembagian wilayah Desa Sendangsoko:
73
 
Dusun Dukuh RW RT 
Kadus I 
Dukuh Nggagung, Dukuh Jeruk Gulung, 
Dukuh Ndukoh dan Dukuh Njetis 
I 
01, 02, 03, 06, 
05,06,07,08,09,10 
                                                          
       71 Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Sendangsoko, hlm. 2. 
 
       
72
 Ibid, hlm. 3. 
 
       73 Ibid, hlm. 17. 
55 
 
 
 
Kadus II Dukuh Pulas dan Dukuh Mbungkus II 
01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 
 
B. Visi dan Misi Desa Sendangsoko  
Berdasarkan analisa potensi kekuatan, peluang, kelemahan, dan 
tantangan maka Kepala Desa Sendangsoko periode 2015 – 2020 
menetapkan visi sebagai berikut:
74
 
“Mewujudkan Desa Sendangsoko yang Maju, Sejahtera, dan Bermatabat” 
Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Maju, dalam hal ini bahwa Desa Sendangsoko harus bisa menjadi 
desa yang unggul dan berprestasi serta masyarakatnya mempunyai 
pola pikir dan perilaku yang modern, beretika, berbudaya sehingga 
mampu mandiri dengan lain desa. 
2. Sejahtera, berarti desa yang mempunyai kondisi masyarakat yang 
aman, nyaman, tentram, sehat, bahagia, harmonis, dan tidak ada 
gangguan dalam berkehidupan bermasyarakat serta adanya 
peningkatan kualitas keagamaan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, 
lingkungan, sosial, dan budaya. 
3. Bermartabat, mempunyai makna bahwa Desa Sendangsoko harus 
mempunyai karakter dan jati diri yang kuat sehingga mampu 
mensejajarkan Desa Sendangsoko dengan desa-desa lain. 
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Misi dalam hal ini adalah misi Kepala Desa. Misi merupakan 
penjabaran atau operasionalisasi dari visi. Untuk mewujudkan visi Kepala 
Desa seperti rumusan di atas, maka ditetapkan misi Kepala Desa sebagai 
berikut: 
1. Bidang Pemerintahan 
a. Mensinergikan dan mendorong lembaga RT/RW agar lebih 
berfungsi optimal. 
b. Mensinergikan dan mendorong LPMD agar lebih berfungsi. 
c. Mensinergikan dan mendorong BPD agar lebih berfungsi 
optimal. 
d. Pengelolaan administrasi dan keuangan desa secara tertib, 
transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. 
2. Bidang Pembangunan 
a. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana di lingkungan RT. 
b. Revitalisasi lahan tebu bengkok Kepala Desa menjadi lahan 
pertanian basah (padi). 
c. Mengupayakan pompanisasi untuk pengairan lahan dan 
memperbaiki saluran irigasi lainnya yang dipandang perlu 
sebagai upaya meningkatkan hasil pertanian. 
d. Meningkatkan kualitas jalan desa sehingga memperlancar akses 
pertanian dan ekonomi warga. 
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e. Mengupayakan penataan lingkungan dan pembangunan talud. 
f. Mengupayakan pembangunan jembatan dan perbaikan tanah 
yang longsor. 
3. Bidang Sosial 
a. Meningkatkan kegiatan kepemudaan berbasis prestasi. 
b. Mendorong lembaga pendidikan yang ada di Desa Sendangsoko 
untuk lebih bisa membentuk anak-anak Desa Sendangsoko 
berprestasi diberbagai bidang. 
c. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sosial keagamaan 
dan kemasyarakatan. 
d. Menumbuhkembangkan kerukunan dan kebersamaan dalam 
kehidupan masyarakat. 
e. Mengupayakan meningkatkan kegiatan PKK dan posyandu serta 
peran perempuan dalam pembangunan desa. 
f. Meningkatkan bantuan keuangan untuk kegiatan keagamaan. 
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 
Dengan telah detetapakannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, 
maka berikut adalah struktur organisasi Desa Sendangsoko:
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1. Data Personil Perangkat: 
a. Kepala Desa    : Toto Ristiono 
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b. Sekretaris Desa   : Sumardi 
1) Kaur Administrasi dan umum : Gandi 
2) Kaur Keuangan   : Danuri 
3) Kasi Pembangunan  : Rebiyanto 
4) Kesi Kesejahteraan  : Suhadi 
5) Kasi Pemerintahan  : Sukarno 
c. Kepala Dusun  
1) Kepala Dusun I   : Semeru Putro 
2) Kepala Dusun II   : Lamijan 
D. Proses Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Masyarakat di Desa 
Sendangsoko Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati 
Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan 
sehingga mendapatkan informasi terkait proses pengangkatan anak yang 
terjadi di Desa Sendangsoko Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Pihak 
orang tua yang mengangkat anak, dapat  diketahui bahwa mereka 
menempuh beberapa cara atau proses dalam mengangkat anak. Dimana 
antara pihak orang tua angkat satu dengan lainnya ada beberapa 
persamaan dan adapula perbedaan. 
Proses pengangkatan anak dilakukan oleh salah satu keluarga, 
yaitu Ibu Fatimah. Mengangkat anak dilakukannya setelah ia 
mendapatkan tawaran dari seorang temannya. Tawaran yang diberikan 
59 
 
 
 
kepada Ibu Fatimah untuk mengangkat anak karena diketahui bahwa Ibu 
Fatimah sudah lama belum dikaruniai anak dalam pernikahannya. Adanya 
tawaran tersebut Ibu Fatimah merasa tertarik apalagi setelah mendapat 
persetujuan dari suaminya. Sehingga ia memutuskan untuk mengangkat 
anak.
76
 
Rasa belas kasihan terhadap anak juga menjadi salah satu alasan 
Ibu Sumarni yang memutuskan untuk mengangkat anak. Ibu Sumarni 
mengangkat anak dari suatu keluarga yang kurang mampu dalam 
memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan anak-anaknya. Awalnya Ibu 
Sumarni mengatakan keinginannya kepada orang tua kandung dari anak 
tersebut untuk mengadopsi anaknya. Pihak orang tua kandung merespon 
keinginan Ibu Sumarni dan menyetujui anaknya untuk diadopsi. Hal ini 
dilakukan orang tua kandung tersebut karena mereka tahu bahwa anaknya 
akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tercukupi. Selain rasa 
belas kasihan, Ibu Sumarni selama ini juga belum dikaruniai seorang anak 
sehingga ia tertarik untuk mengadopsi anak.
77
 
Pengangkatan anak juga dilakukan oleh Ibu Muji yang sudah lama 
menikah dan melakukan berbagai proses agar dikaruniai anak tetapi 
belum juga mempunyai anak. Anak angkat yang ia rawat sekarang 
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merupakan anak yang diberikan oleh seseorang dimana pihak orang tua 
kandung dari anak tersebut tidak mau merawat anak itu sejak lahir. 
Setelah itu, Ibu Muji merundingkan hal tersebut dengan suaminya. 
Akhinya ia setuju untuk merawat anak tersebut namun tidak 
memberitahukan kepada penulis mengenai alasan anak tersebut diberikan 
kepadanya.
78
 
Kasus pengangkatan anak selanjutnya yaitu dilakukan oleh Ibu 
Dwi. Ia mengangkat anak yang diberikan langsung oleh orang tua 
kandung dari anak tersebut. Yang menjadi alasan orang tua kandung 
memberikan anaknya kepada Ibu Dwi tidak dijelaskan secara jelas. 
Namun orang tua kandung merasa ikhlas untuk memberikan anaknya agar 
dirawat keluarga Ibu Dwi. Akhirnya Ibu Dwi menyetujui dan bersedia 
merawat anak tersebut dan mencukupi kehidupannya selayaknya anak 
sendiri.
79
 
Selain itu mewawanvarai pihak orang tua yang mengangkat anak 
di Desa Sendangsoko, penulis juga mewawancarai beberapa pihak lain 
terkait dengan proses pengangkatan anak. Bapak Mastur menjelaskan 
mengenai beberapa hal yang menyangkut perihal pengangkatan anak di 
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Desa Sendangsoko. Pihak keluarga yang mengangkat anak biasanya 
melakukan syukuran atau biasa yang disebut kondangan, di sini tidak ada 
upacara adat khusus  atau ritual yang diwajibkan dan harus dilakukan. 
Hanya sekedar tasyakuran dan mengundang warga setempat sekitar 
rumah dan ketua RT. Kemudian yang mengangkat anak biasanya 
membuatkan akta lahir dengan meminta keterangan pejabat desa yang 
kemudian diserahkan ke tingkat kecamatan. Hal ini dilakukan ketika anak 
belum mempunyai akta lahir dan di akta tersebut atas nama orang tua 
angkatnnya.
80
 
Kemudian Yuli Perdi Wibowo juga menjelaskan mengenai proses 
dan langkah pengangkatan anak sesuai dengan peraturan dan Undang-
Undang yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk kepentingan anak dan 
kesejahteraan anak dimana anak sudah ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai anak angkat. Sehingga posisi anak tersebut jelas dan sesuai 
dengan peraturan yang ada.
81
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 BAB IV 
ANALISIS 
A. Analisis Proses Pengangkatan Anak di Desa Sendangsoko Kecamatan 
Jakenan Kabupaten Pati  
Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait proses 
pengangkatan anak di Desa Sendangsoko Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati 
yang penulis paparkan dalam bab tiga, maka dapat diketahui beberapa hal, 
sebagai berikut: 
1. Keadaan Orang Tua Angkat 
Orang tua yang mengangkat anak dalam mengasuh dan merawat 
anak angkatnya sangat baik. Mereka mengasuh anak angkat selayaknya 
anak kandung meraka sendiri. Memberikan kasih sayang, kahidupan yang 
layak dan memberikan pendidikan yang baik juga. Hal ini mereka 
lakukan karena merasa bersyukur mempunyai anak sebagai pelengkap 
dalam rumah tangga yang mereka inginkan sejak lama. Mereka tidak 
pernah merasa bahwa anak yang diasuh selama ini adalah anak angkat, 
sehingga mereka tidak pernah menyinggung hal tersebut apalagi di 
hadapan anaknya.  
Orang tua angkat hingga saat ini bersikap bahwa anak yang meraka 
adopsi adalah anak kandung mereka. Sehingga sampai saat ini anak 
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angkat tidak pernah mengetahui mengenai orang tua kandungnya dan 
status mereka yang sebenarnya. 
2. Keadaan Orang Tua Kandung Anak 
Orang tua kandung yang anaknya diadopsi oleh orang tua angkat 
tidak ada yang mengungkit mengenai anak kandungnya yang sudah 
diasuh orang orang tua angkat. Mereka tidak pernah menanyakan anak 
kandungnya dan tidak ada yang menginginkan anaknya untuk 
dikembalikan lagi. Apalagi orang tua kandung yang memang dari awal 
berniat untuk memberikan anak kandungnya agar diasuh orang lain. 
3. Umur Anak Angkat 
Perihal usia anak yang diangkat dan diasuh oleh orang tua angkat di 
Desa Sendangsoko ini yaitu saat mereka masih bayi atau kurang dari 1 
(satu) tahun. Jadi di usia anak yang masih bayi, mereka belum mengenal 
orang tua kandung mereka. Hingga sekarang umur mereka berkisar antara 
7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) tahun dan yang mereka tahu bahwa mereka 
adalah anak kandung dari orang tua yang selama ini hanya orang tua 
angkatnya. 
4. Alasan Pengangkatan Anak 
Proses pengangkatan anak dilakukan karena beberapa alasan, salah 
satunya adalah karena belum dikaruniai seorang anak. Hal ini seperti 
yang dirasakan oleh Ibu Fatimah dimana suatu saat temannya ada yang 
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menawarkan untuk mengadopsi anak dari salah seorang kenalnnya. 
Sehingga beliau memutuskan untuk mengangkat anak setelah 
mendapatkan persetujuan dari suaminya.
82
 
Hal di atas juga dilakukan oleh orang tua angkat lainnya, yaitu Ibu 
Sumarni. Dengan alasan karena kasihan kepada seorang anak yang balita 
dan berasal dari keluarga yang kurang mampu, beliau memutuskan untuk 
mengadopsinya. Selain merasa kasihan terhadapa anak tersebut, Ibu 
Sumarni juga belum dikaruniai anak semenjak ia menikah dan ingin 
mengangkat anak agar anak yang menemani dan memperlengkap rumah 
tangganya.
83
 
Orang tua angkat lainnya yang mengangkat anak dilakukan oleh Ibu 
Muji dengan alasan belum mempunyai anak. Ibu Muji sudah berusaha 
melakukan beberapa cara agar dikaruniai anak tetapi belum juga berhasil. 
Akhirnya ia memutuskan untuk mengangkat anak. Alasan lain yaitu agar 
suatu saat ia bisa mempunyai anak kandung dengan adanya anak angkat 
sebagai pemancing untuk hamil.  
84
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Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu Dwi dimana anak 
tersebut diberikan sendiri dari orang tua aslinya. Alasan beliau menerima 
karena sudah lama yang menginginkan untuk memiliki anak. Ia merasa 
mengangkat anak adalah salah satu cara untuk memperlengkap kehidupan 
tumah tangganya yang sudah lama belum mempunyai anak.
85
 
5. Langkah Hukum Orang Tua Angkat  
Meskipun proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua 
angkat tidak melalui penetapan pengadilan, namun mereka sudah 
melakukan langkah hukum  dengan cara membuatkan akta kelahiran 
anak. Meminta bantuan ketua RT untuk mengurus proses pembuatan akta 
kelahiran yang mana dalam akta kelahiran anak angkat tersebut 
dicantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandungnya.
86
 
Langkah hukum lainnya yaitu selain membuatkan akta kelahiran 
anak yang mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua 
kandung, orang tua angkat juga membuat surat pernyataan bahwa telah 
melakukan pengangkatan anak dan dibuat di hadapan notaris.
87
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Membuat akta kelahiran yang mancantumkan nama orang tua 
angkat sebagai orang tua kandung dan pernyataan di hadapan notaris juga 
dilakukan oleh Ibu Muji yang mengangkat anak sebagai bukti bahwa 
memang beliau mengadopsi seorang anak.
88
 
Seperti penjelasan di atas, para orang tua angkat tidak ada yang 
melakukan penetapan anak angkat melalui pengadilan, meraka hanya 
membuatkan akta kelahiran untuk anak angkat mereka yang dicantumkan 
nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung, sehingga anak angkat 
tersebut diketahui sebagai anak kandung mereka secara umum. 
B. Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Proses 
Pengangkatan Anak di Desa Sendangsoko Kecamatan Jakenan 
Kabupaten Pati  
1. Perspektif Kompilasi Hukum Islam 
Proses pengangakatan anak yang terjadi di Desa Sendangsoko 
dilakukan tanpa penetapan pengadilan. Orang tua angkat hanya 
membuatkan Akta Kelahiran untuk anak angkatnya dengan dicantumkan 
nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung. Kompilasi Hukum 
Islam Pasal 103 menjelaskan bahwa asal-usul seorang anak hanya bisa 
dibuktikan dengan Akta Kelahiran autentik oleh pejabat yang berwenang, 
jika akta autentik tidak ada maka asal-usul anak ditetapkan oleh 
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pengadilan berdasarkan pembuktian yang memenuhi syarat untuk 
kemudian dibuatkan Akta Kelahiran pada instansi pencatat kelahiran.
89
 
Sehingga pembuatan Akta Kelahiran untuk anak angkat yang dilakukan 
oleh orang tua angkat tidak sesuai dengan Pasal 103 Kompilasi Hukum 
Islam karena mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua 
kandung tanpa adanya penetapan oleh pengadilan. 
Dalam hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan 
apabila memenuhi ketentuan-ketentuan, seperti tidak memutuskan 
hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya 
dan keluarganya.
90
 Sedangkan yang terjadi di Desa Sendangsoko 
Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dalam mengangkat anak, orang tua 
angkat tidak memberitahukan kepada anak angkat mereka mengenai siapa 
orang tua kandungnya. Sehingga sampai saat ini yang diketahui oleh anak 
angkat adalah orang tua angkat mereka sebagai orang tua biologisnya atau 
orang tua kandungnya.  
Dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa anak angkat tidak 
boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali 
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sekedar tanda pengenal atau alamat.
91
 Namun yang terjadi bahwa orang 
tua angkat di Desa Sendangsoko ini membuat kartu keluarga dengan 
dicantumkannya anak anak angkat sebagai anak kandung dan 
membuatkan akta kelahiran untuk anak tersebut dengan nama orang tua 
angkat sebagai orang tua kandungnya. Dengan adanya hal ini maka secara 
umum anak angkat diketahui sebagai anak kandung bukan sebagai anak 
angkat dan menggunakan nama orang tua angkatnya untuk kepentingan 
anak. 
2. Perspektif Hukum Positif Terhadap Proses Pengangkatan Anak di 
Desa Sendangsoko Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan, 
proses pengangkatan anak yang telah dilakukan di Desa Sendangsoko 
Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati hampir sama dari pihak orang tua 
angkat satu dengan yang lainnya. Yaitu dengan tidak ditetapkannya 
pengangkatan anak melalui pengadilan sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 
Anak dengan berbagai alasan seperti kurangnya pengalaman, 
pengetahuan, memerlukan banyak biaya dan proses yang rumit. 
Prosedur pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaa Pengangkatan Anak mengenai 
prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak 
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berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan 
dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen 
Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi 
Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut:
92
 
j. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial 
Kabupaten/Kota dengan melampirkan: 
a. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi 
sosial; 
b. Surat penyerahan anak dari instansi sosial provinsi/kan/kota 
kepada Organisasi Sosial (orsos); 
c. Surat penyerahan anak dari orsis kepada calon orang tua angkat; 
d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga 
suami istri calon orang tua angkat; 
e. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat; 
f. Sotokopi surat nikah calon orang tua angkat; 
g. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari 
dokter pemerintah; 
h. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan ketarangan 
dokter psikiater; 
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i. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat 
bekerja. 
k. Permohonan izin pengangkatan anak angkat diajukan pemohon 
kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai 
cukup; 
b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon; 
c. Mencantumkan nama anak dan asal ususl anak yang akan 
diangkat. 
l. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan 
keluarga calon orang tua angkat dan tidak dalam asuhan organisasi 
sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan 
kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang 
tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang 
disahkan oleh instansi sosial tingkat kabupaten/kota setempat, 
termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan 
data anak yang diragukan (domisili anak berasal). 
m. Proses penelitian kelayakan. 
n. Sidang tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) 
daerah 
 
 
71 
 
o. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial 
Provinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke 
Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua 
angkat. 
p. Penetapan pengadilan. 
q. Penyerahan surat penetapan pengadilan. 
Dengan adanya tata cara di atas, maka pengangkatan anak 
seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan 
akan menimbulkan permasalahan kedepannya. Bukan hanya itu saja, 
membuat akta anak angkat yang dicantumkan nama orang tua angkat 
sebagai orang tua kandung juga termasuk memalsukan data. Perihal 
sanksi sudah dijelaskan alam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 
227 ayat (1) bahwasanya barang siapa dengan suatu perbuatan dengan 
sengaja berbuat sehingga asal-usul seseorang menjadi tidak tentu, 
dipidana karena menggelapkan keadaan orang dengan pidana penjara 
selama-lamanya 6 (enam) tahun. Selanjutnya juga dijelaskan dalam 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak 
bahwa setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang 
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 
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(1), ayat (2) dan ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp. 100.000.000. 
Hukum sendiri berfungsi sebagai penjaga ketertiban, maka 
seharusnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan 
pengadilan agar terjadi kemajuan dalam praktik hukum dalam 
pengangkatan anak agar peristiwa pengangkatan anak dikemudian hari 
memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua 
angkat. 
Dalam pelaksanaan pengangkatan anak itu sendiri perlu adanya 
bimbingan yang dilakukan oleh pemerintah baik tingkat desa ataupun 
yang lebih tinggi tingkatannya bagi masyarakat, berupa penyuluhan, 
konsultasi, konseling, pendampingan dan semacamnya. Hal ini 
dimaksudkan agar calon orang tua angkat memahami tentang pelaksanaan 
pengangkatan anak, mempunyai kesiapan dalam pelakasanaa 
pengangkatan anak serta dapat mengatasi permasalahan dalam 
pengangakatan anak.   
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis mengenai proses pengangkatan anak di 
Desa Sendangsoko Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Proses pengangkatan anak yang dilakukan pihak orang tua angkat di Desa 
Sendangsoko Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dilakukan secara 
langsung tanpa adanya penetapan dari pengadilan. Mereka hanya lapor 
kepada ketua RT dan meminta untuk dibuatkan akta anak angkatnya 
dengan dicantumkannya nama kedua orang tua angkat sebagai orang tua 
kandung. Tidak ditetapkannya melalui pengadilan dalam melaksanakan 
pengangkatan anak ini mereka mempunya beberapa alasan, diantaranya 
adalah kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai penetapan anak 
adopsi di pengadilan, mereka merasa awam akan hal tersebut. Alasan lain 
yang mereka utarakan adalah merasa bahwa membuat akta kelahiran 
sudah cukup apalagi akta pengangkatan anak lewat notaris dan menurut 
mereka pengangkatan anak yang melalui pengadilan itu membutuhkan 
biaya administrasi yang tidak sedikit dan prosesnya yang rumit. 
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2. Proses pengangkatan anak yang telah dilakukan pihak orang tua angkat di 
Desa Sendangsoko apabila ditinjau menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu 
dalam hal mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua 
kandung dalam akta kelahiran anak tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum 
Islam Pasal 103. Dimana orang tua angkat disebut orang tua kandung 
secara umum dan mengalihkan identitas orang tua kandung yang 
sebenarnya. Sedangkan dalam hukum positif tidak sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak. Dalam Peraturan Pemerintah sudah dijelaskan 
mengenai tata cara pengangkatan anak dari awal hingga adanya penetapan 
pengadilan.namun hal tersebut tidak dilakukan oleh orang tua angkat pada 
saat mengangkat anak.  
B. Saran 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti menyarakan kepada 
beberapa instansi terkait, yaitu: 
1. Mahasiswa 
Disarankan kepada mahasiswa dengan program studi terkait, bisa 
memberikan masukan mengenai proses pengangkatan anak yang selama 
ini terjadi dengan tidak ditetapkannya pengangkatan anak tersebut di 
pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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2. Pihak orang tua angkat 
Disarankan agar setelah mengetahui pentingnya penentapan anak 
selanjutnya mengurus proses penentapan anak di pengadilan agar terjamin 
kepastian hukum bagi kedua belah pihak. 
3. Peneliti lain 
Disarankan kepada peneliti lain untuk bisa mengembangkan sebuah penelitian 
yang lebih baik tentang proses pengangkatan anak yang selama ini terjadi 
sekaligus bisa memberikan masukan dan hal positif atas apa yang dituliskan 
untuk mereka.  
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Lampiran 1 
Hari/Tanggal  : Minggu, 3 Maret 2019 
Topik   : Wawancara dengan orang tua angkat 
Informan  : Ibu Fatimah 
Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Fatimah  
Waktu   : 09.00-10.00 WIB 
Hasil Wawancara : 
1. Darimana anda mengadopsi anak? Masih ada hubungan keluargakah? 
“Saya mengangkat anak itu dari kenalan saya, kita tidak mempunyai 
hubungan keluarga dan hubungan darah. Kenalan saya itu menawarkan untuk 
mengadopsi anaknya karena dia tau saya belom dikarunia anak sampe 
sekarang” 
2. Apa alasan anda mengadopsi anak? 
“Alasannya ya saya lama menikah dan belum punya anak, kalau kata 
orang tua kan untuk memancing siapa tau dikasih anak. Tapi kalau tidak ya 
sudah mau gimana lagi” 
3. Bagaimana proses atau alur anda mengadopsi anak? 
“Langsung saya bikin akta untuk anak saya lewat mbah modin. Saya ya 
pasrahkan sama mbah modin terima jadi” 
4. Apakah anda mengetahui peraturan tentang pengangkatan anak? 
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“Tidak tau mbak, saya kan tidak berpengalaman tidak berpendidikan 
jadinya pas ngangkat anak itu ya tak pasrahkan ke mbah modin” 
5. Pentingkah pengesahan anak angkat di pengadilan? 
“Saya kira itu penting, tapi namanya orang desa kan tidak mikir sampai 
situ dan takut biaya” 
6. Apakah anak angkat anda mempunyai akta kelahiran? dengan nama orang tua 
kandung atau orang tua angkat? 
“Punya akta lahir anak saya itu ya atas nama saya sama suami” 
7. Apakah anak angkat anda tercantum dalam kartu keluarga bersama anda? 
“Iya ada kartu keluarga dengan saya” 
8.  Bagaimana pendapat anda mengenai pengesahan anak angkat di pengadilan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku? 
“Itu penting apalagi untuk kepastian anak takutnya kalau tiba-tiba orang 
tua aslinya meminta anak itu” 
 
 
 
 
 
 
 
82 
 
 
 
Lampiran 2 
Hari/Tanggal  : Kamis, 7 Maret 2019 
Topik   : Wawancara dengan orang tua angkat 
Informan  : Ibu Sumarni 
Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Sumarni  
Waktu   : 08.00-09.00 WIB 
Hasil Wawancara : 
1. Darimana anda mengadopsi anak? Masih ada hubungan keluargakah? 
“Saya mengangkat anak saya itu ketika saya merantau di Sumatera, 
tetangga saya disana. Saya kan paham kalau keluarga anak itu kurang 
berkecukupan kemudian saya bertanya boleh tidak saya merawat dan 
menjadikan anak itu anak angkat saya karena kondisi saya juga  sudah berumur 
dan tidak mempunyai anak. Kemudian diizinkan sama orang tuanya” 
2. Apa alasan anda mengadopsi anak? 
“Saya kata dokter memang susah punya anak, apalagi saya sudah tua 
jadi ya saya pengen merawat anak biar ada yang menemani” 
3. Bagaimana proses atau alur anda mengadopsi anak? 
“Saya urus ke pak RT setelah saya bawa pulang anak itu ke kampung, 
kemudian bikin akta di kecamatan” 
4. Apakah anda mengetahui peraturan tentang pengangkatan anak? 
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““Tidak tau, tapi ya pasti ada. Saya pas ngadopsi ya tidak mikir mbak 
yang penting saya sekarang ada anak. Sudah ada aktanya juga” 
5. Pentingkah pengesahan anak angkat di pengadilan? 
“Mungkin ya penting itu kita kan udah tua mana ngerti sama pengadilan 
mbak” 
6. Apakah anak angkat anda mempunyai akta kelahiran? dengan nama orang tua 
kandung atau orang tua angkat? 
“Iya punya akta, saya urus kok atas nama saya sama suami saya” 
7. Apakah anak angkat anda tercantum dalam kartu keluarga bersama anda? 
 “Iya masuk namanya di kartu keluarga setelah saya urus” 
8.  Bagaimana pendapat anda mengenai pengesahan anak angkat di pengadilan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku? 
“Menurut saya penting agar anak juga aman dan resmi menjadi anak 
angkat tidak sekedar mengasuh anak” 
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Lampiran 3 
 Hari/Tanggal  : Kamis, 7 Maret 2019 
Topik   : Wawancara dengan orang tua angkat 
Informan  : Ibu Muji 
Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Muji  
Waktu   : 10.00-11.00 WIB 
Hasil Wawancara : 
1. Darimana anda mengadopsi anak? Masih ada hubungan keluargakah? 
“Saya mengangkat anak dari panti asuhan, saya memang sudah 
berencana dengan suami untuk mencari anak angkat” 
2. Apa alasan anda mengadopsi anak? 
“Karena saya lama belum dikasih anak, kemudia sama suami setuju 
untuk mengadopsi anak” 
3. Bagaimana proses atau alur anda mengadopsi anak? 
“Saya pas adopsi anak di panti itu dapat surat pernyataan dari sana 
ibaratnya tanda terima ya kesepakatan. Kemudian saya ke pak RT mau bikin 
akta anak. Trus disuruh ke notaris juga”Apakah anda mengetahui peraturan 
tentang pengangkatan anak? 
4. Apakah anda mengetahui peraturan tentang pengangkatan anak? 
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“Saya ya pernah ngerti kalau ada yang bilang mengangkat anak itu lewat 
pengadilan dulu tapi saya fikir kan saya sudah ada keterangan dari pihak panti 
dan ke notaris juga. Jadi saya ya tidak memikirkan itu” 
5. Pentingkah pengesahan anak angkat di pengadilan? 
“Tidak mikir sampai jauh ke pengadilan tapi ya mungkin itu penting 
untuk anak” 
6. Apakah anak angkat anda mempunyai akta kelahiran? dengan nama orang tua 
kandung atau orang tua angkat? 
“Sudah tak bikin akta sejak saya adopsi, untuk sekolah juga kan penting 
dan atas nama saya sama suami” 
7. Apakah anak angkat anda tercantum dalam kartu keluarga bersama anda? 
“Iya di kartu keluarga sudah ada nama anak angkat saya” 
8.  Bagaimana pendapat anda mengenai pengesahan anak angkat di pengadilan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku? 
“Pengesahan anak penting apa lagi untuk bukti kalau ada suatu di 
kemudian hari” 
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Lampiran 4 
Hari/Tanggal  : Kamis, 7 Maret 2019 
Topik   : Wawancara dengan orang tua angkat 
Informan  : Ibu Dwi 
Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Dwi  
Waktu   : 19.00-20.00 WIB 
Hasil Wawancara : 
1. Darimana anda mengadopsi anak? Masih ada hubungan keluargakah? 
 “Awalnya saya itu ditawarin mau mengadopsi anak apa tidak. Lalu saya 
mau mengadopsi anak. Jadi saya dikasih anak itu sama orang tua aslinya” 
2. Apa alasan anda mengadopsi anak? 
 “Alasannya ya kepengen punya anak. Itu alasannya trus ditawarin ya 
saya mau” 
3. Bagaimana proses atau alur anda mengadopsi anak? 
“Proses awal adopsi minta surat keterangan dari RT terus ke Kepala 
Desa trus ke notaris” 
4. Apakah anda mengetahui peraturan tentang pengangkatan anak? 
 “Ya tahu sedikit saya kalau ada perintah ke pengadilan tapi saya mikir 
nanti bayar banyak dan prosesnya itu lama” 
5. Pentingkah pengesahan anak angkat di pengadilan? 
“Ya saya fikir itu penting biar sesuai hukum” 
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6. Apakah anak angkat anda mempunyai akta kelahiran? dengan nama orang tua 
kandung atau orang tua angkat? 
“Ya punya akta kelahiran dengan nama saya dan suami” 
7. Apakah anak angkat anda tercantum dalam kartu keluarga bersama anda? 
 “Iya dia punya kartu keluarga sama saya sama suami saya” 
8. Bagaimana pendapat anda mengenai pengesahan anak angkat di pengadilan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku? 
“Menurut saya itu penting karena dapat melindungi sang anak dari hal-
hal yang tidak diinginkan misalnya ada pihak keluarga dari orang tua angkat 
yang tidak senang atau iri” 
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Lampiran 5 
Hari/Tanggal  : Senin, 17 Desember 2018 
Topik   : Wawancara staf desa dan tokoh agama 
Informan  : Bapak Mastur 
Lokasi Wawancara : Rumah Bapak Mastur  
Waktu   : 10.00-12.00 WIB 
Daftar pertanyaan peneliti untuk staf desa dan tokoh agama : 
1. Apakah di Desa Sendangsoko ada yang mengadopsi anak? 
2. Berapakah jumlah keluarga yang mengangkat anak? 
3. Bagaimana proses yang dilakukan menurut bapak dalam mengangkat anak? 
4. Apa pendapat bapak mengenai penetapan pengadilan dalam pengangkatan 
anak? 
5. Apa pendapat anda mengenai tidak ditetapkannya anak angkat melalui 
pengadilan? 
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Lampiran 6 
Hari/Tanggal  : Kamis, 6 Juni 2019 
Topik   : Wawancara pekerja sosial di dinas sosial 
Informan  : Bapak Yuli Perdi Wibowo 
Lokasi Wawancara : Dinas Sosial Kabupaten Pati 
Waktu   : 09.00-11.00 WIB 
Daftar pertanyaan peneliti untuk pekerja sosial : 
1. Bagaimana proses pengangakatan anak yang benar dan sesuai? 
2. Bagaimana kewenangan dinas sosial tentang pengangkatan anak? 
3. Apa saja yang menjadikan alasan orang mengangkat anak? 
4. Bagaimana menurut bapak tentang pengangakatan anak yang tidak melalui 
pengadilan? 
5. Bagaimana sanksi terhadap hal tersebut? 
6. Apakah pihak dinas sosial memberikan penyuluhan akan hal tersebut? 
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